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PERATURAN BUPATI PURWORE.IO
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PENGEI.OI"AAN KEUANGAN BADAN I,AYANAN UMUM DAERAH
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWORE.IO

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWORB'O,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan, Pasal 73, Pasal
85 ayat (2), Pasal 87 ayat (5), Pasal 94, Pasal 96,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan

Peraturan
Umum

Kepala
Daerah, perlu

Daerah tentang
Keuangan Badan layanan Umum Daerah

di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nom<ir 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peratlran
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OL9

tentang Pengelolaan Keuangan Dagrah {kmbaran
NegariRepriUtik lndonesia Tahun 2019 Nomor 42'
ffib"h; Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6322);
6. Peraturan Irienteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun- 

,Oi8 tentang Badan Layanan Umum Dagrah (Berita

Negara RepuUtit< Indonesia Tahun 2018 Nomor

1213);
Z. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun

2O2O tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

i"r*g* paeiah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 1781);

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN

KEUANGAN BADAN I.AYANAN UMUM DAERAH DI

LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN

MEMUTUSKAN:

PURWORE.IO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adatah Kabupaten Purworejo'
i. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai

Pemerintahan Daerah yang memimpin
unsur

urusan
yang menjadi kewenangan daerah otonom'

3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu BuPati dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dalam urusan
yang menjadi kewenangan Daerah

5. Badan laYanan Umum Daerah, yang selanjutnYa disingkat BLUD'

adalah sistem yang diteraPkan oleh unit pelaksana teknis

dinas/badan Daerah dalam memberikan pelaYanan kePada

masyarakat Yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan

keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah

pada umumnya.
keuangan6. Fleksibilitss adalah keleluasaan dalam Pola

dengan praktek bisnis yang

meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencarl

keuntungan dalam rangla kesejah teraan umum dan

sehat untuk
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organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam
rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan
berdaya saing.

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD'

adalah ut"u" p"tatgkat daerah pada pemerintah daerah selaku

7. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah fungsi

pengguna anggaran/ pengguna barang.
9. Dinas adalah Dinas Kesehatan KabuPaten Purworejo.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat

PPKD, adalah kepala Satuan Kerja Keuangan Daerah
yang mempunyar tugas pengelolaan APtsD dan

bertindak sebagai bendahara umum Daera-h'

ll.Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unit pelaksana teknis yang

melaksanakan kegiatan teknis darrlatau kegiatan

teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/ kuasa
pengguna barang.

t2. bewan Pengawis BLUD, yang selanjutnya disebut Dewan

Pengawas, aaaUfr organ yang bertugas melakukan pengawasan

t4.

terhadap BLUD.
13. Pejabat Pengelola BLUD adalah PimPinan BLUD Yang

kebijakanjawab terhadap kineda umum,
fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian pelayanan.

adalahBLUD, yang selanjutnYa disebut
dan fungsi sebagaiPejabat Pengelola BLUD Yang mempunyai tugas

penanggung jawab umum dan keuangan.
15. Pejabat Keuangan BLUD, yang selanjutrxya disebut Pejabat

Keuangan, adalah Pejabat Pengelola BLUD Yang mempunyai tugas

dan fungsi sebagai penanggung jawab keuangan.
16. Pejabat Teknis BLUD, yang selanjutnya disebut Pejabat Teknis,

adalah Pejabat Pengelola BLUD yang memPunyar tugas dan fungsi
sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan

pelayanan di
17. Rencana Strategis, Yang selanjutnya disebut Renstra, adalah

dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
18. Rencana Bisnis dan Anggaran, yang selanju tnya disingkat RBA,

adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun
dan disajikan sebagai bahan rencana kerja dan

anggaran SKPD.
19. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang seianjutnYa disingkat

RKA SKPD, adalah dokumen dari penganggaran Yang

berisi rencana pendaPatan rencana belanja program dan kegiatan

SKPD serta rencana PembiaYaan sebagai dasar penYusunan APBD.

20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran' yang selanjutnya disingkat DPA,

adalah dokumen Yang memuat pendaPatan, belanja dan

pembiayaan yang sebagai dasar pelaksanaan anggar€rn

21. Dokumen Bisnis Anggaran BLUD, yang selanjutnYa disingkat DBA,

adalah dokumen Yang sudah ditandatangani oleh setelah

RBA berdasarkan hasil evaluasi Tim Anggaran

Pemerintah Daerah dan menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang
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22. Anggararr dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat
APBD, adalah rencana keuangan tahunan daerah
yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan
Dewan Perwakilan Ralryat Daerah, dan ditetapkan dengan
peraturan Daerah.

23. Program BLUD adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1

(satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh BLUD untuk
dana BLUD.
Program BLUD Yang

dari pencapaian sasaran
terukur pada suatu Program BLUD dan terdiri dari

sumber daya baik yang beruPa
daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan

teknologi, dana BLUD, atau kombinasi dari beberapa atau semua
masukan untuk menghasilkan

mencapai sasaran dan tqiuan penggunaan
24.Ke$atan BLUD adalah bagian dari

dilalsanakan oleh BLUD sebagai bagtan

25. Sub Kegiatan BLUD adalah bagian dari Kegiatan BLUD yang
dilaksanakan oleh BLUD sebagai suatu tindakan Pengerahan
sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia,
barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana BLUD, atau
kombinasi dari beberaPa atau semua Jenis sumber daya tersebut,
sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk
barang/jasa.

BLUD adalah semua hak BLUD yang diakui sebagai26.
nitai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran

berkenaan
27. Belanja BLUD adalah semua kewajiban BLUD yang diakui sebagai

pengurang nilai kekaYaan bersih dalam periode tahun Ernggaran

berkenaan.
28. Pembiayaan BLUD adalah setiaP yang perlu dibaYar

kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik
pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran

29. Penerimaan BLUD adalah setiap penerimaan yang
perlu dibayar kembali, baik Pada tahun anggaran berkenaan
maupun pada tahun anggaran yang bersumber dari sisa
lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnYa,
penerimaan pinjaman jangka pendek dan jangka panjang dan
penerima kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga,
dan pelepasan investasi jangka pendek'

30. Pembiayaan BLUD adalah setiaP pengeluaran yang
akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan

tindakan
sumber

pengeluaran investasi jangka pendek'
31. Sisa Lebih Anggaran BLUD, yang selanjutnya disebut

SiLPA BLUD, adalah selisih lebih realisasi dan
anggaran selama 1 (satr-r) periode anggaran dana

jenis sumber daya tersebut, sebagai
keluaran dalam bentuk barang/jasa.

maupun pada tahun anggaran berikutnya untuk pembayaran
pokot pinjaman, pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, dan

personil atau
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32. Sisa Kurang Perhitungan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disebut
SiKPA BLUD, adalah selisih kurang realisasi dan
pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran dana
BLUD.

adalah jumlah uang33. Utang BLUD, yang selanju tnya disebut Utang,
yang wajib dibayar BLUD dan/atau kewajiban BLUD yang daPat

dinilai dengan uang berdasarkan peraturan
pe{,anJran atau berdasarkan sebab lainnyayang sah.

34. Piutang BLUD' yang selanjutnya disebut Piutang, adalah jumlah
uang yang wajib dibaYar kepada BLUD dan/atau hak BLUD Yang
dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat
lainnya berdasarkan peraturatr atau akibat
lainnya yang sah.

selanjutnya disebut Investasi, adalah35. Investasi BLUD, Yang
penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis sePerti

bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan atau manfaat lainnYa

sehingga dapat BLUD dalam rangka
pelayanan kepada masyarakat.

36. Divestasi BLUD adalah penjualan surat berharga Yang dimiliki
BLUD baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.

37. Pinjaman BLUD, Yang selanjutnya disebut Pinjarnan, adalah semua

transaksi yang BLUD menenma sejumlah uang
atau menerima manfaat Yang bernilai uang dari pihak lain sehingga

BLUD dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
38. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP,

adalah prinsip-prinsiP akuntansi yang ditetapkan dalam menYusun
dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah.

39.Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLUD adalah
serangkaian prosedur manual maupun yang
mulai dari pmses Pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran
dan pelaporan keuangan BLUD.

tansi yang mengakui4o.Basis Akrual adalah basis akun
transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa
itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima

I

atau dibayar.
4l.Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh- 

Lansaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas
diterima atau dibayar.

42. Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimPanan uang BLUD Pada
bank yang ditunjuk oleh Bupati.

sipil ditunjuk43. Bendahara Penerimaan BLUD adalah pegawal negen
danuntuk menerima, menYimPan,

awabkan uang pendapatan BLUD.
44. Bendahara BLUD adalah pegawai negeri sipil yang

ditunjuk menerima, membayarkan,
dan mempertanggungiawabkan uang untuk keperluan belanja
BLUD

45. Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanju tnya disingkat PlK, adalah
Pejabat Teknis dan/atau Pejabat Yang ditunjuk untuk

1 (satu) atau beberapa Sub Kegiatan BLUD dari 1

(satu) atau beberapa Kegiatan BLUD dan/ atau dari suatu program
BLUD sesuai dengan bidang tugasnya.
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46. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disebut PPKom,
adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan
pengadaan barang atau jasa.

47, Surat Tanda Setoran, yang selanjutnya disingkat STS, adalah
adalah surat yang digunakan untuk menyetorkan penerimaan
BLUD yang diselenggarakan oleh Bendahara Penerimaan BLUD.

48. Tanda-Bukti Pembayaran, yang selanjutnya disingkat TBP' 
- 
adalah

tanda bukti sejumlah uang yang tertera dari pemberi Pendapatan
BLUD.

49. Surat Permintaan Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut Surat-
PPD, adalah surat yang diterbitkan oleh Bendahara Pengeluaran
BLUD untuk mengajukan permintaan pembayaran yang
menggunakan dana BLUD.

50. SuraI Permintaan Pencairan Dana Uang Persediaan, yang
selanjutnya disebut Surat-PPD-UP, adalah surat yang diajukan oleh
gend-ahara Pengeluaran BLUD untuk permintaan uang muka kerja
yang bersifat -pengisian kembali (reuoluing) yang tidak dapat
dilakukan dengan pembayaran langsung.

51. Surat Permintaan 
- 
Pencairan Dana Ganti Uang Persediaan, yang

selanjutnya disebut Surat-PPD-GU, adalah surat yang diajukan
oleh 

-Bendaharan 
Pengeluaran BLUD untuk permintaan pengganti

uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran
Iangsung.

52. Surit PErmintaan Pencairan Dana Langsung, yang selanjutnya
disebut Surat-PPD-LS, adalah surat yang diajukan oleh Bendahara
Pengeluaran BLUD untuk permintaan pembayaran langsung
kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat
peiintah- kerja Iainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah'
penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang
dokumennya disiapkan oleh PTK.

53. Surat Permintaan Pencairan Dana Pejabat Keuangan, yang
selanjutnya disebut Surat-PPD PK, adalah surat yang diajukan oleh
Pejab-at *euangan untuk permintaan pembayaran atas transaksi
eembiayaan BLUD yang dilakukan dengan jumlah, penerima,
peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu.

54. Surat Otorisasi Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut Surat-
OPD, adalah surat yang digunakan/diterbitkan oleh Pemimpin
BLUD untuk penerbitan Surat-PD atas beban pengeluaran DBA.

55. Surat Otorisasi Pencairan Dana Uang Persediaan, yang selanjutnya
disebut Surat-OPD UP, adalah surat yang diterbitkan oleh
Pemimpin BLUD untuk penerbitan Surat-PD UP atas beban
pengeluaran DBA yang dipergunakan sebagai uang persediaan
untuk mendanai Kegiatan BLUD.

56. Surat Otorisasi Pencairan Dana Ganti Uang Persediaan, yang
selanjutnya disebut Surat-OPD GU, adalah surat yang diterbitkan
oleh Pemimpin BLUD untuk penerbitan Surat-PD GU atas beban
pengeluaran DBA yang dipergunakan untuk mengganti uang
persediaan yang telah dibelanjakan.

57. Surat Otorisasi Pencairan Dana Langsung, yang selanjutnya
disebut Surat-OPD LS, adalah surat yang diterbitkan oleh
Pemimpin BLUD untuk penerbitan Surat-PD LS atas beban
pengeluaran DBA kepada pihak ketiga.
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5g. Surat otorisasi Pencairan Dana Pejabat Keuangan' yang
"'';J;j"tty" 

disebut Surat-OPD PK, adalah surat yang diterbitkan

oi"t, 'p"tiri*pit, BLUD untuk penerbitan Surat-PD PK atas

p""g"ft*"t pembiayaan DBA kepada pihak ketiga'

59. Surat Pencairan O"t", V,'g ""ta't'3t'tttyt 
disebut Surat-PD ' adalah

surat yang dibuat sebagai dasar pencairan dana BLUD dan/atau

;t"i";;"rintatrtan-E"nk mencairkan dana kepada Bendahara

Pengeluaran gLUo dan[tau pihak-ketiga yang diterbitkan oleh

ee3a=Uat Keuangan berdasarkan S-OPD'

60. Surat Pencairan o*" t""g Persediaan' yang selanjutnya disebut
--';;;iD up, taur*,-""t"t-yang dibuat sebagai dasar pencairan

a"rr" SLUO'a"n/"L,. "ntuk 
riemerintahkan bank mencairkan

a.rr" t"p"a" e""aJLEngeluaran^BlUD yang diterbitkan oleh

Pejabat K.rr.t g"r, berdasarkan Surat-OPD UP'

61. Surat Pencairan pana Oanti Uang Persediaan' yang -selanjutnya
disebut Surat-PD CU, "d"l"h 

suiat yang dibuat sebagai dasar

pencairan arrr. g;ilb*a"Vtt"" "'it" 
-rt memerintahkan bank

ilencairkan dana kepada fiendahara Pengeluaran BLUD--f11q

diterbitkan oten nej-Jat Keuangan berdasarkan Surat-OPD GU

;;teip;"g"".k"";h,k *e"g!a"ti uang persediaan yang telah

dibelanjakan.
62. Surat Pencairan Dana Langsung, yang selanjutnya diseb-ut Surat-

PD Ls, adalah ""*iytrrf 
aibiai sebagai dasar pencairan dana

BLUD dan/a*" ,rtiJ riemerintahkan- bank mencairkan dana

["-p"a" fift* t"tig. yang diterbitkan oleh Pejabat Keuangan

U"ia""rri.rtt beban fengeluaran pada Surat-oPD LS'

63. Surat Pencairan d.t i' e.3.u"[ Keuangan, sela4iutnya 91"^:H'--'S"ta.t-po PK, adalah surai yang dibuat gebagq dasar pencarran

dana BLUD dan/ atau untuk memerintahkan banl< mencarrxan

J"r" t"p"a" pihak t<etiga yang diterbitkan oleh Pejabat Keuangan

berdasarkan pengeluarai plmbiaya'n pada Surat-OPD PK'

64. Surat Pertanggungi;;#' yang selanjutnya disebut SP{' ?111+- 
sebuah tapoian [egiatan dan/atau bukti surat yang berKar-tan

den;; ' ketengi<apan administrasi. pertanggungiawaban

p""it""".fr""t li"r*g* dan/atau hasil realisasi kegiatan yang

bersifat teknis dan khusus.
65, Surat Pernyataan Tanggung Jawab, yang selanjutnya disingkat

SPTJ, adalah surat yan! me-nyatakan semua realisasi pendapatan

V"rg't"frf, diterima dari belanja yang telah dibayar kepada yang

Grhak menerima serta PembiaYaan'
66. Surat Permintaan i"t g"""h* Pendapatan, ne]a1j.a dan

Pembiayaan, yang selanjitnya disingkat SP3BP' adalah surat
p"r-ofrotrt t"pit" sfeo -kepafa PPKD mengesahkan dan
'membukukan pendapatan, belanja dan pembiayaan'

67. Surat Pengesahan bendapatan, Belanja dan Pembiayaan' y€ng- 
""i"".i"t"vi'disebut 

SP2Bi, adalah surat yang menyatakan bahwa

PPKD melakukan pengesahan atas SP3BP'
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68. Laporan Realisasi Anggaran, yang selanjutnya disingkat LRA'
adalah laporan yang ikhtisar sumber, alokasi, dan
pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh BLUD, yang

perbandingan antara anggaran dan realisasi
belanja, surplus/delisit dan pembiayaan, serta sisa

lebih/ kurang pembiayaan anggar€In dalam satu periode pelaporan'
69. Laporan Operasional, yang selanjutnya disingkat LO, adalah

laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang
menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh BLUD
untuk kegiatan penyelenggaraan pengelolaan keuangan BLUD
dalam satu periode pelaporan.

70. Laporan Perubahan Ekuitas, yang selanjutnya disingkat LPE,
adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau
penurunan pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode
bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung
menambah/mangurangi ekuitas tahun pelaporan dibandingkan
dengan tahun sebelumnya.

71., Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan
suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas
pada tanggd tertentu.

T2.Laporan Perubahan Saldo Anggaran kbih, yang selanjutnya
disingkat LPSAL, adalah laporan yang menyajikan informasi
kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih yang berasal dari
akumulasi SiLPA/ SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan
tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan yang
dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

73. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi
mengenai sumber, penggunaan, kas, dan setara kas
selama satu periode akuntansi, dan saldo kas serta setara kas pada
tanggal pelaporan pada BLUD.

74. Catatan atas l,aporan Keuangan, yang selanjutnya disingkat CaLK,
adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan
naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan

Laporan
Perubahan Ekuitas, Neraca, dan l.aporan Arus Kas dan juga
menyajikan informasi tentang kebijakan akuntansi yang
dipergunakan oleh entitas pelaporan serta informasi lain yang
diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar
Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang

Realisasi Anggaran, LPSAL, Laporan

diperlukan untuk
secara wajar.

menghasilkan penyajian laporan keuangan

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:
a. struktur Emggaran;
b. perencanaan dan penganggaran;
c. pelaksanaan dan penatausahaan anggaran;
d. SiLPA dan defisit;
e. pelaporan dan pertanggungiawaban.

5 .1
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STRUKTUR ANGGARAN

Pasal 3

Struktur anggaran BLUD terdiri atas:
a. Pendapatan BLUD;
b. Belanja BLUD; dan
c. Pembiayaan BLUD.

Pasal 4

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a,
bersumber dari:
a. jasa layanan;
b. hibah;
c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
d. APBD; dan
e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 5

(l) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh
dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.

(2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dapat berupa hibah terikat dan
hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan Lain.

(3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dipergunakan sesuai dengan tqjuan
pemberian hibah dan sesuai dengan peruntukannya yang selaras
dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah
perjanjian hibah.

(4) Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama
BLUD,

(5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf d berupa pendapatan yang berasal
dari DPA SKPD.

BAB II

(6) Lain-lain pendapatan BLUD yang
dalam Pasal 4 huruf e, meliputi:
a. jasa giro;
b. pendapatan bunga;
c. keuntungan selisih nilai tukar

asing;

sah sebagaimana dimaksud

rupiah terhadap mata uang

? 6
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d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari
penjualan dan/atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh
BLUD;

e. Investasi; dan
f. pengembangan usaha.

Pasal 6

(1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(5) huruf f dilalrukan melalui pembentukan unit usaha untuk
meningkatkan layanan kepada masyarakat.

(2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
bagran dari BLUD yang bertugas melakukan pengembangan
layanal dan sumber pendanaan untuk

(1)

kegiatan BLUD.

Pasal 7

BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikelola
langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA, kecuali
yang berasal dari hibah terikat.

(2) Pendapatan BLUD sebagaimala dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD.

Pasal 8

(1) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b,
terdiri dari:
a. belanja operasi, dan
b. belanja modal.

(2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a
tugas danseluruh belanja BLUD untuk

fungsi.

(3) Belanja operasi dimaksud pada ayat (i) huruf a,
seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan

fungsi, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja
bunga, dan belanja lain.

(4) Belanja modal dimaksud pada ayat (1) huruf b,
mencakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan
aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.

(5) Belanja modal dimaksud pada ayat (4) meliputi:
belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan
bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap
lainnya, dan belanja aset lainnya.

t
a
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Pasal 9

(1) Pembiayaan BLUD sebogaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c,
terdiri dari:
a. Penerimaan Pembiayaan BLUD; dan

Pembiayaan BLUD.

10 ayat (1) huruf c merupakan
berupa Utang/ Piqiaman.

penerimaan dana dari kewajiban

Pasal 12

(1) Investasi se
merupakan

bagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a
dana BLUD untuk melakukan atau

menempatkan Investasi jangka pendek.

(2) Pembayaran pokok Utang/Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1O ayat 12) huruf b pengeluaran dana BLUD
untuk membayar, melunasi atau melakukan cicilan kewajiban
berupa pokok Utang/Pinjaman yangjatuh tempo.

ft

b.

(2) Pembiayaan BLUD
merupakan semua

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yang perlu dibayar kembali

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran

Pasal 1O

(1) Penerimaan pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 ayat (1) huruf a, meliputi:
a. SiLPA BLUD tahun anggaran sebelumnya;
b. Divestasi; dan
c. penerimaan Utang/ Pinjaman.

(2) Pengeluaran Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (1) huruf b, meliputi:
a. Investasi; dan
b. pembayaran pokok Utang/ Pinjaman.

Pasal 11

(1) SiLPA BLUD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1O ayat (1) huruf a, harus dianggarkan di RBA
berdasarkan proyeksi dan/atau catatan historis 2 (dua) tahun
sebelumnya agar bisa digunakan pada awal tahun anggaran yang
berkenaan.

(2) Divestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O ayat (1) huruf b,
merupakan penarikan Investasi jangka pendek.

(3) Penerimaan Utang/ Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal

7
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BAB III

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas yang menerapkan BLUD menyusun
RBA mengacu pada Renstra.

(2) RBA sebagaimana dimat<sud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
a. anggaran berbasis kinerja;
b. standar satuan harga; dan
c. kebutuhan belanja dan kemampuan yang diperkirakan akan

diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat,
hibatr, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha
lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD lainnya'

(3) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (21' ' huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada

pencapaian keluaran (output) dengan penggunaan sumber daya
secara efisien.

(a) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di
Daerah.

(5) Dalam hal BLUD belum men5rusun standar satuan harga
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BLUD menggunakan standar
satuan harga yang ditetapkan oleh Bupati.

(6) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pagu belanja yang
dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 13

Pasal 14

(1) RBA sebagaimana dimaksud datam Pasal 13 ayat (1) meliputi:
a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
c. perkiraan harga;
d. besaran persentase ambang batas; dan
e. perkiraan malu (forutard estimate),

(2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran
fleksibel dengan suatu presentase ambang batas tertentu'

(3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan standar
pelayanan minimal.

? iL

tI t J
t, t&

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.57&t=9


Pasal 15

(1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, merupakan ringkasan
pendapatan, belanja dan pembiayaan.

(2) Rincian anggaran belanja dan pembiayaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasd t4 ayat (1) huruf b,
merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan
yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana
pendapatan, belanja dan pembiayaan.

(3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)

huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau
jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin
yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.

(4) Besaran persentase ambang batas dimaksud dalam
besaran persentase

perubahan anggaran bersumber dari operasional yang
dan ditentukan dengan mempertimbangkan

(s)

fluktuasi kegiatan operasional BLUD.

Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)

kebutuhan dana untuk

Pasal 14 ayat (1) huruf d,

huruf e, merupakan
zrnggaran berikutnya dari tahun yang
memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang
disetujui dan menjadi dasar pen5rusunan anggaran

tahun
guna
telah

tahun

(1)

Pasal 16

BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a,
huruf b, huruf c dan huruf e diintegrasikan/dikonsolidasikan ke
dalam RKA SKPD pada akun pendapatan daerah pada kode
rekening kelompok

asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan dari
BLUD.

(2) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang sumber
dananya berasal dari Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e dan SiIPA
BLUD, diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada
akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu)
program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) keluaran (output), dan jenis
belanja.

(3) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat l2l dialokasikan
untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan
pelayanan dan pendukung pelayanan.

asli daerah pada jenis lain

t

(c
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fl BLUD daPat melakukan Pergeseran rincian belanja sebagaimana
(

(4)
diintegrasikan/
diintegrasikan/
Satuan Kerja
Umum Daerah.

dimaksud Pada aYat
dalam jenis belanja
kepada PPKD.

(1) RBA sebagaimana

BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ke dalam RKA SKPD selanjutnYa

Pengelolaan Keuangan
pembiayaan Pada
selaku Bendahara

pada akun
Daerah

(2t, sepanJang tidak melebihi Pagu anggaran
pada DPA, untuk selanjutnYa

(6) Rincian belanja dicantumkan dalam RBA'

Pasal 17

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)

kesatuan daridan meruPakanI
RKA.

{2) RKA beserta RBA sebagaimana
disamPaikan kePada PPKD sebagai
peraturan Daerah tentang APBD'

Pasal 18

RKA beserta RBA sebagaimana

dimaksud Pada ayat (1)

bahan PenYusunan rancangan

dimaksud
(1) PPKD

dalam Pasal 17 kepada tim anggaran

dilakukan Penelaahan.

(2) Hasil
digunakan

Daerah untuk

FIIbagaimana dimaksud Pada ayat (1) antara lain

sebagai dasar Pertimbangan alokasi dana APBD untuk

BLUD

Pasal 19

(1) Tim anggaran Daerah menYamPaikan kembali RKA

beserta yang telah dilakukan Penelaahan
gibagaimana

dimaksud dalam PPKD untuk
ddam rancangan Peraturan daerah tentang APBD

yang selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan Daerah tentang

APBD

Pasal 18 ayat (1) kePada

(2) Tahapan

APBD

dan jadwal Proses
tahapan dan jadwal

dan penetaPan RBA
proses penyusunan dan PenetaPan
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BAB TV

PEI.,AKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Anggaran

Pasal 2O

BLUD menyusun DPA berdasarkan peraturan Daerah tentang APBD
untuk diajukan kepada PPKD.

Pasal 21

(1) DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 memuat
BLUD, Belanja BLUD dan Pembiayaan BLUD.

(2) PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran
BLUD.

Pasal22

(1) DPA yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 ayat (21 menjadi dasar pelaksanaan Ernggaran yang
bersumber dari APBD.

(2) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja pegawai, belanja
modal dan belanja barang dan/atau jasa yang
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
undangan.

(3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah
ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA, dan
mem
a. jumlah kas yang tersedia;
b. proyeksi
c. proyeksi

BLUD; dan

(4) Pelaksanaan Emggaran ssgag4imana dimaksud pada ayat (1),
dengan

Pasal 23

(1) DPA yang telah disahkan dan DBA menjadi lampiran perjanjian
oleh Bupati dan Pemimpin.

DPA.

t
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(2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain
memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
b. kinerja keuangan; dan
c. manfaat bagi masyarakat.

Pasal 24

(1) Pelaksanaan anggaran yang menggunakan dana BLUD dilakukan
secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan,
dengan anggaran kas ke dalam DBA, dan
memperhitungkan:
a. jumlah kas yang tersedia;
b. proyeksi penerimaan; dan
c. proyeksi pengeluaran.

(2) Pihak yang terlibat dalam penatausahaan keuangan BLUD adalah:
a,
b. Pejabat Keuangan;
c. Bendahara Penerimaan BLUD;
d. Bendahara Pengeluaran BLUD; dan
e. PTK.

(4) Bendahara Penerimaan BLUD sebagaimana yang dimaksud pada
ayat (2) huruf c dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh
pembantu Bendahara Penerimaan BLUD.

(5) Bendahara Pengeluaran BLUD sebagaimana yang dimaksud pada
ayat 12l, huruf d dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh
pembantu Bendahara Pengeluaran BLUD.

Pasal 25

(1) Untuk pengelolaan kas, Pemimpin membuka Rekening Kas BLUD
pada bank umum yang sehat milik pemerintah dan/atau
Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.

(2) Rekening Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
Rekening Kas BLUD, rekening kas Bendahara Penerimaan BLUD
dan rekening kas Bendahara Pengeluaran BLUD.

(3) Rekening Kas BLUD sebogeimana dimaksud pada ayat (2t
dandigunakan

(3) Pejabat Keuangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf
b dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Bendahara
Penerimaan BLUD dan Bendahara Pengeluaran BLUD.

untuk menErmpung transaksi
kas yang dananya bersumber dari BLUD

sebagaimana dimaksud
dan hurrf e.

dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c,

'1.

t
i'
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(4) Rekening l(as BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipegang
oleh Pejabat Keuangan dan pengelolaannya dilaporkan kepada
Pemimpin dalam bentuk buku kas umum Pejabat Keuangan
beserta buku pembantunya.

(5) Buku Kas Umum Pejabat Keuangan beserta buku pembantur,rya
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat setiap ,hari 9an
diserahkan setiap hari kerja pertama, setiap minggunya dilaporkan
oleh Pejabat Keuangan kepada Pemimpin BLUD atau dapat
diserahkan sesuai kebutuhan.

Pasal 26

(1) Dalam hal Pemimpin berhaldngan sementara atau tetap sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat ditunjuk pejabat
yang diberi kewenangan untuk menandatangani S-OPD'

(2) Dafam hat Pemimpin berhalangan sementara atau tetap
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penunjukkan pejabat yang
diberi kewenangan menandatangani S-OPD ditetapkan dengan
keputusan kepala Dinas.

(3) Pejabat yang diberi kewenangan menandatangani S-OPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dari pejabat pada
Dinas atau Pemimpin pada BLUD yang lain.

Pasal2T

Dalam pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan:
a. perenc€rnaan penerimaan dan pengeluaran kas;
b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
c. penyimpanan kas dan mengelola rekening BLUD;
d. pembayaran;
e. perolehan sumber dana untuk menutup delisit jangka pendek; dan
f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh

pendapatan tambahan.

Pasal 28

(1) Untuk melaksanakan transaksi penerimaan dan pengeluaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bttpan menetapkan
Bendahara Penerimaan BLUD dan Bendahara Pengeluaran BLUD
berdasarkan usulan Pemimpin melalui kepala Dinas.

(2) Setiap transaksi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
secara tunai disetorkan paling lambat satu hari ke{a berikutnya ke
Rekening l(as BLUD.

(3) Penyetoran penerimaan sglagaimana dimaksud pada ayat (2), yang
diterima pada hari libur disetorkan pada hari kerja berikutnya.
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(4) Penyetoran gabagaimana dimaksud pada ayat (21,

dikecualikan j ika kondisi geografis tidak efisiensi
biaya penenmaan harian disetorkan
paling lama 2 (dua) hari kerja berikutnYa.

(5) Penyetoran penenmaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
kelebihan

dengan
dikecualikan jika terdapat

tarif layanan kepada pasien samPai
kelebihan direalisasikan.

(6) Untuk transaksi bagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdaPat batasan besaral saldo kas tunai
pada Bendahara Pengeluaran BLUD berdasarkan besaran uang
persediaan yang diatur lebih lanjut dalam peraturan PemimPin.

(71 Setiap transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
DBA.

Anggaran kas
anggaran kas
anggaran kas

27 harus dilaksanakan g:FTtF.J!

Pasal 29

BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 meliprrti
PendapatariBluD, anggaran kas Belanja BLUD dan

Pembiayaan BLUD.

Bagian Kedua
Penatausahaan Anggaran

Paragraf 1

Umum

Pasal 3O

Dalam pelaksanaan anggaran, BLUD melakukan penatausahaan
keuangan paling sedikit memuat:
a. pendapatan dan belanja;
b. penerimaan dan pengeluaran;
c. utang dan piutang;
d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan
e. ekuitas.

Paragral2
Pendapatan dan Belanja

Pasal 31

(1) Bendahara Penerimaan BLUD yang menerima pembayaran sebagai
Pendapatan BLUD wajib melakukan kesesuaian
antara jumlah uang dan kebenaran berupa TBP
dan/atau dokumen lain yang dari pemberi
pendapatan, dan melakukan pemeriksaan kesesuaian antara nilai

:-)t&
7( t9r I

\

(

tunai dengan yang tertera pada dokumen uang.
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(2) Bendahara Penerimaan BLUD membuat TBP atau bukti lain yang
sah minimal 3 (tiga) lembar, asli kepada pemberi
salinan kesatu untuk arsip Bendahara Penerimaan BLUD dan
salinan kedua untuk arsip.

(3) Setiap penerimaan disetor ke Rekening Kas BLUD paling lambat I
(satu) hari kerja berikutnya dengan menggunakan formulir STS.

(4) Jika penerimaan tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) akibat keadaan tertentu, maka batas waktu
penyetoran paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya dapat
dikecualikan dengan diatur batas waktu yang wajar untuk
menyetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) dan ayat
(s).

Pasal 32

(1) Pembukuan transaksi penerimaan Pendapatan BLUD dilakukan
melalui:
a. pembukuan atas pendapatan secara tunai;
b. pembukuan atas pendapatan melalui rekening bank Bendahara

Penerimaan BLUD; dan
c. pembukuan atas pendapatan melalui Rekening Kas BLUD,

(2) Pembukuan transaksi penerimaan pendapatan secara tunai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui
langkah-langkah:
a. berdasarkan

Penerimaan BLUD mengisi buku kas umum pada
bagran penerimaan kolom tanggal dan kolom nomor bukti;

b. Bendahara Penerimaan BLUD juga mengisi informasi di kolom
uraian bawah pembayaran dilakukan secara tunai;

c. Bendahara Penerimaan BLUD mengidentifikasi jenis dan kode
rekening pendapatan;

d. Bendahara Penerimaan BLUD mengisi kolom kode rekening; dan
e. Bendahara Penerimaan BLUD mencatat nilai transaksi pada

kolom jumlah.

(3) Pembukuan transaksi penerimaan melalui rekening
bank Bendahara Penerimaan BLUD sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) huruf b dilakukan melalui langkah-langkah:
a. Bendahara Penerimaan BLUD membuat STS dan melakukan

penyetoran pendapatan yang diterimanya dengan cara transfer

atau bukti lain yang sah, Bendahara

melalui rekening bank
Rekening Kas BLUD;

b. Bendahara Penerimaan BLUD mencatat penyetoran ke Rekening
Kas BLUD pada buku penerimaan dan penyetoran bagian

pada kolom tanggal, nomor STS jumlah
penyetoran; dan

c. selain pembukuan pada buku penerimaan dan penyetoran
Bendahara Penerimaan BLUD mengisi register STS.

Bendahara Penerimaan BLUD ke

pada
dan
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(4) Pembukuan transaksi penerimaan pendapatan melalui Rekening
Kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan
melalui langkah-langkah:
d. Bendahira Penerimaan BLUD menerima slip setoran atau bukti

lain yang sah dari pemberi pendapatan atas pembayaran yang
dilakukan ke Rekening Kas BLUD;

e. berdasarkan slip setoran atau bukti lainnya, Be,ndqhqra
Penerimaan BLOD mencatat penerimaan BLUD pada buku
penerimaan dan penyetoran pada bagrqn penerimaan;-dan- 

.f. Lerdasarkan slip ietoran atau bukti lainnya, Bendahara
Penerimaan nl0O juga mencatat pengeluaran pada buku
penerimaan dan penyetoran pada bagian pengeluaran.

Pasal 33

(1) Penatausahaan Belanja BLUD dilakukan terhadap belanja
operasional dan belanja modal.

(2) Bendahara Pengeluaran BLUD mengajukan Surat-PPD untuk
melaksanakan belanja yang terdiri dari:
a. Surat-PPD-UP;
b. Surat-PPD-GU; dan
c. Surat-PPD-LS.

(3) Bendahara Pengeluaran BLUD mengajukan . Surat-PP-D--UP' ' 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, setiap awal tahun
anggaran setelah dikeluarkannya Keputusan Pemimpin 

. 
tentang

Beliran Uang Persediaan yang dipergunakan untuk mengisi uang
persediaan BLUD.

(4) Pengajuan Surat-PPD-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (3)' hanya dilakukan sekali dalam setahun tanpa pembebanan pada
kode rekening tertentu.

(5) Pada saat uang persediaan telah terpakai, Bendahara Pengeluaran' ' BLUD dapat mCngajukan Surat-PPD-GU sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b yatg diberikan apabila dana UP telah
digunakan paling sedikit 5O% (lima puluh persen) dari dana UP
yang diterima.

(6) Surat-PPD-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat
disampaikan untuk sahr kegiatan tertentu atau beberapa kegiatan
sesuai dengan kebutuhan yang ada.

(7) Surat-PPD-LSi sebagaimana dimaksud pada ayat {21 huruf c
dipergunakan untuk pembayaran langsung pada pihak ketiga
dengan jumlah yang telah ditetapkan.

(8) Pengajuan Surat-PPD-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (7),
dilakukan dengan dokumen Surat-PPD-LS dan dilampiri dokumen
yang disiapkan oleh Bendahara Pengeluaran BLUD.

I $,Lr ri
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Pasal 34

(1) Pengajuan Surat-PPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
dilengkapi dengan dokumen:
a. Surat-PPD-UP, terdiri atas:

1. salinan Keputusan tentang Penetapan Uang
Persediaan untuk BLUD;

2. draf Surat-PPD-UP; dan
3. lampiran lain yang diperlukan.

b. Surat-PPD-GU, terdiri atas:
1. salinan anggaran kas BLUD;
2. drafSurat-PPD-GU;
3. laporan pertanggungiawaban Uang Persediaan;
4. buktiyanglengkapdan sah; dan
5. lampiran lain yang diperlukan.

c. Surat-PPD-LS untuk gaji Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD,
terdiri atas:
l. salinan anggaran kas BLUD;
2. draf Surat-PPD-LS gaji;
3. dokumen pelengkap daftar gaji; dan
4. lampiran lain yang diperlukan.

d. Surat-PPD-LS terkait belanja barang dan jasa serta belanja
modal, dilengkapi dengan:
1. salinan anggaran kas BLUD;
2. dref Surat-PPD-LS belanja barang dan jasa serta belanja

modal;
3. dokumen terkait kegiatan, disiapkan PIK; dan
4. lampiran lain yang diperlukan.

(2) Bendahara Pengeluaran BLUD membuat register Surat-PPD yang
diajukan untuk dapat diterbitkan Surat-OPD.

Pasal 35

(1) Surat-OPD terdiri dari:
a. Surat-OPD UP;
b. Surat-OPD GU; dan
c. Surat-OPD LS.

(2) Penerbitan Surat-OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh
Keuangan.

Pemimpin BLUD, dan disiapkan oleh Pejabat

(3) Surat-OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitlan
jika:
a. pengeluaran yang diminta tidak melebihi pagu anggaran yang

tersedia dan batas anggaran kas pada periode permintaan
pengeluaran kas, dengan selalu
batas total belanja yang telah di

b. didukung dengan
tetapkan; dan

dokumen se

jumlah ambang

suai peraturan

it, L

perundang-undangan,
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(4) Waktu pelaksanaan penerbitan Surat-OPD paling lambat 2 (dua)
hari sejak Surat-PPD diterima, dan apabila ditolak, dikembalikan
paling lambat 1 (satu) hari sejak diterima Surat-PPD.

(5) Apabila dokumen Surat-PPD UP/GU/LS belum lengkap, Pejabat
Keuangan akan menerbitkan surat penolakan penerbitan Surat-
PPD dan dikembalikan kepada Bendahara Pengeluaran BLUD
untuk dilengkapi sebelum diotorisasi Pemimpin.

(6) Surat surat penolakan Surat-PPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari kerja
sejak Surat-PPD UP/GU/LS diterima.

(7) Atas dasar Surat-OPD yang telah ditandatangani Pemimpin, Pejabat
Keuangan dapat melakukan pencairan dana.

Pasal 36

(1) Pejabat Keuangan mencairkan pembayaran dengan menggunakan
Surat-PD setelah memberi persetqiuan dengan
menggunakan Surat-OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

(2) Surat-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Surat-PD UP;
b. Surat-PD GU; dan
c. Surat-PD LS.

(3) Surat-PD dapat diterbitkan jika:
a. pengeluaran yang diminta tidak melebihi pagu anggarzm yang

tersedia dan batas anggaran kas pada periode
pengeluaran kas, dengan selalu memperhatikan jumlah ambang
batas total belanja yang telah ditetapkan; dan

b. didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai peraturan

Pasal 37

(1) Pembukuan Belanja BLUD dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran
BLUD
a. buku kas umum pengeluaran BLUD;
b. buku pembantu Bendahara

kebutuhan seperti:
1. buku pembantu kas tunai;

BLUD sesuai

2. buku pembantu simpanan/bank;
3. buku pembantu setara kas;
4. buku pembantu panjar;
5. buku pembantu pajak; dan
6. buku pembantu rincian objek belanja.
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(2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan
pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. Surat-PD UP/GU/LSI;
b. bukti transaksi yang sah dan lengkap; dan
c. dokumen lainnya sebagaimana diatur dalam

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Penerimaan dan Pengeluaran

Pasal 38

(1) Proses penatausahaan keuangan yang dilakukan Pejabat Keuangan
meliputi:
a.
b.
c.

d.
e.

pembiayaan;
belanja untuk mekanisme uang persediaal (UP)/

ganti uang persediaan (GU) dan langsung (lS);
pengeluaran pembiayaan; dan
pengeluaran setara kas dan non anggaran,

(2) Pejabat Keuangan melakukan verilikasi Surat-PPD-PK untuk
pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
yang diajukan Bendahara Pengeluaran BLUD.

(3) Setelah melakukan verilikasi Surat-PPD-PK sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Pejabat Keuangan menyiapkan Surat-OPD PK untuk
ditandatangani oleh

(4) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d, dilaksanakan oleh Pejabat Keuangan dengan cara
membuat Surat-PPD-PK dan mengajukan Surat-OPD PK untuk
ditandatangani Pemimpin.

(5) Berdasarkan Surat-OPD PK sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dan ayat (4), Pejabat Keuangan mencairkan pembayaran dengan
menggunakan Surat-PD PK.

(6) Untuk pengeluaran setara kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e, seperti deposito dibawah 3 (tiga) bulan, Pejabat Keuangan
harus meyakini bahwa dana yang digunakan adalah dana yang
tidak akan digunakan dalam waktu dekat (idle casld, dan
menyampaikan rencana penempatan dana pada aset setara kas
kepada Pemimpin.

(7) Aset setara kas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup
jumlah dana yang akan ditempatkan dan pilihan penempatan dana

danabeserta alasan dan hasil analisis pemilihan
tersebut.

7
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(8) Dalam hal Pemimpin aset setara kas,
Pemimpin mengeluarkan keputusan Pemimpin tentang persetujuan
aset setara kas yang dipilih.

(9) Berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (8) Pejabat Keuangan menerbitkan Surat-PPD PK kepada
Pemimpin.

Pasd 39

(1) Dalam rangka pengendalian, Pejabat Keuangan membuat register
Surat-PPD PK dan Surat-OPD PK.

(2) Surat-OPD PK dapat diterbitkan jika:
yang diminta tidak melebihi pagu anggaran yang

tersedia dan batas anggaran kas pada periode permintaan
kas; dan

b. didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai peraturan

(3) waktu pelaksanaan penerbitan Surat-OPD PK paling lambat
diterbitkan 2 (dua) hari sejak Surat-PPD PK diterima.

Pasal 4O

(1) Dafam rangka pengendalian Rekening Kas BLUD, Pejabat Keuangan
melakukan pembukuan buku kas umum Pejabat
Keuangan, meliputi pencatatan:
a. penerimaan pendapatan, kecuali pendapatan APBD yang

diterima dari Bendahara Penerimaan BLUD secara
pemindahbukuan/ transfer dari rekening Bendahara
Penerimaan BLUD dan yang diterima tunai dari Bendahara
Penerimaan BLUD serta yang diterima langsung dari pembayar
tarif layanan;

b. penerimaan pembiayaan BLUD;
c. pengeluaran Belanja BLUD untuk mekanisme uang persediaan

(UP)/ ganti uang persediaan (GU) atau Langsung (LS);
Pembiayaan BLUD; dan
setara kas dan non anggaran.

Paragraf 4
Utang dan Piutang

Pasal 41

(1) BLUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan
barang atau jasa yang berhubungan langsung atau tidak langsung
dengan kegiatan BLUD.

a.

d.
e.

(\

I
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(2) Piutang BLUD dikelola dan diselesaikan secara tertib, elisien,
ekonomis, transparan dan jawab serta dapat
memberikan nilai tambah, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat
dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,

(3) Piutang yang berhubungan langsung dengan kegiatan BLUD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah piutang yang timbul
karena penyerahan barang/jasa dalam rangka kegiatan utama
BLUD.

(a) Piutang yang berhubungan tidak langsung dengan kegiatan BLUD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah piutang yang timbul di
luar kegiatan utanra BLUD.

Pasal 42

(1) Pemimpin harus keuangan BLUD dan
penanggung piutang dalam memberikan Piutang

kepada masyarakat atau pihak ketiga.

(2) Pemberian Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
dilakukan jika memberikan nilai tambah pada BLUD,

(3) BLUD tidak di memberikan Piutang kepada
penanggung Utang yang tidak mampu melunasi kecuali karena
alasan sosial kemanusiaan dan/ atau peraturan
undangan.

(4) Dafam memberikan Piutang, BLUD dapat membuat perikatan dan
melakukan
sehat.

sesuai dengan praktek bisnis yang

penggolongan kriteria kualitas Piutang

(1)

Pasal 43

dalam melaksanakan akuntabilitas Piutang dilakukan
berdasarkan Peraturan Bupati yang mengatur akuntansi BLUD.

(2) Akuntabilitas Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan berdasarkan
meliputi:
a. kualitas lancar, apabila belum melakukan pelunasan sampai

dengan tanqgaljatuh tempo yang ditetapkan
b. kualitas kurang lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu)

bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak
dilakukan pelunasan;

c. kualitas diragukan, apabila dalam jangka walrhr 1 (satu) bulan
terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan
pelunasan; dan

d. kualitas macet, apabila dalam jangka waktu I (satu) bulan
terhitung sejak tanggal surat fegrhan ketiga tidak dilakukan
pelunasan. atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang
menangani pengurusan piutang negara.

(
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Pasal 44

(1) BLUD melaksanakan penog'han Piutang pada saat jatuh tempo.

(2) Dalam melaksanakan penagihan Piutang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), BLUD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan,
serta menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD.

(3) Dafam hal Piutang dengan kualitas macet sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 43 ayat (2) huruf d, penagihan piutang diserahkan
kepada Bupati melalui PPKD dengan melampirkan bukti yang sah.

Pasal 45

(1) Piutang BLUD yang tidak berhasil ditagih, dapat dihapuskan secara
bersyarat atau mutlak dari pembukuan BLUD.

(2) Penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan dengan penghapusan Piutang dari pembukuan BLUD
tanpa menghapuskan hak tagih BLUD.

(3) Penghapusan secara mudak sebagaimana dimaksud pada ayat (l),
dilakukan dengan penghapusan 6a[ tagih BLUD.

(4) Penghapusan secara bersyarat atau mutlak hanya dapat dilakukan
setelah piutang BLUD diurus secara optimal oleh Panitia Urusan
Piutang Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang pengurusan piutang negara.

(5) Pengurusan piutang BLUD telah optimal dalam hal
telah dinyatakan sebagai Piutang Negara Sementara Belum Dapat
Ditagih (PSBDT).

(6) Terhadap Piutang BLUD yang telah dinyatakan Piutang Negara
Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) oleh Panitia Urusan
Piutang Negara, Pemimpin BLUD melakukan penghapusan secara
bersyarat terhadap Piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) atau penghapusan secara mutlak terhadap Piutang BLUD
sebagaisl6114 dimaksud pada ayat (3) dengan menerbitkan surat
keputusan penghapusan dengan berpedoman pada peraturan

(7) Penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) atas Piutang BLUD dalam hal piutang berupa tuntutan ganti
rugi, setelah piutang ditetapkan sebagai Piutang Negara Sementara
Belum Dapat Ditagih (PSBDT) dan terbitnya rekomendasi
penghapusan secara bersyarat dari pemeriksa eksternal
pemerintah.

b
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(1) BLUD dapat melakukan Utang sehubungan dengan penerimaan
barang, jasa dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau
tidak -langsung dengan kegiatan operasional BLUD dan/ atau
perikatan pinjaman dengan pihak lain.

(2) Utang dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis,' ' transiparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai
tamb;h, sesuai dengan piattet bisnis yang sehat dan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Utang yang berhubungan langsung dengan kegiatan- -operasioal' ' 
BLUD iebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Utang yang
timbul karena penerimaan barang/jasa dalam rangka kegiatan
utama BLUD.

(4) Utang yang berhubungan tidak langsullg- dengan kegiatal PLIJP' ' sebafaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Utang yang timbul di
luar kegiatan utama BLUD.

(5) Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Utang jangka
pendek atau Utang jangka Pendek'

Pasal 47

(1) Utang jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat' ' 
(5) merupatan-Utang yang jatuh temponya tidak lebih dari 12 (dua
belas) bulan.

(2) Utans jangka pendek hanya dapat digunakan untuk memenuhi
kebutuhan belanja operasional dan keperluan menutup defisit kas.

Pasal 46

(3) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat l2l,
merupakan pengeluaran yang dimaksudkan untuk memberikan
manfaat jangka pendek.

(4) Utang jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
dilakukan dengan syarat:
a. kegiatan operasional yang mendesak dan tidak dapat ditunda;
b. kegiatan tersebut tidak dibiayai dari APBD;
c. saldo kas dan setara kas BLUD tidak mencukupi untuk

membiayai kegiatan operasional yang mendesak dan tidak dapat
ditunda;

d. jumlah utang jangka pendek yang masih ada ditambah dengan
jumlah utang jangka pendek yang akan ditarik tidak melebihi
15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLUD di luar
APBD dan hibah terikat; dan

e. persyaratan Iainnya yang ditentukan oleh pemberi Utang,

r l
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Pasal 48

(1) Utang jangka panjang sebagaimana dimaksud dslam Pasal 46 ayat
(5) merupakan utang yang jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas)
bulan.

(2) Utang jangka panjang hanya dapat digunakan untuk pengeluaran
belanja modal.

(3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah
pengeluaran yang diperIukan untuk program pengadaan aset tetap
dan/ atau aset lainnya yang dilaksanakan untuk
kemampuan pelayanan BLUD.

Pasal 49

(1) rencana kebutuhan Utang berdasarkan

(21

usulan Pejabat Keuangan.

Penyusunan rencana kebutuhan Utang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prioritas kegiatan BLUD yang
tertuang dalam Renstra BLUD.

(3) Penyusunan rencana kebutuhan Utang sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), dilakukan dengan mempertimbangkan:
a. kebutuhan belanja operasional dan belanja modal;
b. kemampuan membayar Utang;
c. batas maksimum kumulatif Utang;

penyerapan Utang; dan
e. biaya Utang.

(4) Rencana kebutuhan Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (l),
paling sedikit dilampiri dengan:
a. studi kelayakan kegiatan;
b. proyeksi keuangan dari kegiatan yang diusulkan;
c. rencana pembiayaan secara keseluruhan; dan
d. rencana pengembalian pokok utang dan pembayaran bunga.

(s) mengajukan usulan Kegiatan BLUD yang akan dibiayai
dengan Utang kepada Dewan Pengawas untuk
rekomendasi.

(6) Dalam hal tidak ada atau belum terbentuk Dewan Pengawas,
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan oleh

pejabat yang ditunjuk Bupati.

Pasal 5O

(1) Komitmen BLUD dengan calon pemberi utang dituangkan dalarn
pedanjian Utang yang di
Utang.

oleh Pemimpin dan pemberi

d.
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(2) Pedanjian Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-
kurangnya memuat:
a. pihak yang mengadakan pe{,anJran;
b. jumlah Utang;
c. peruntukan Utang;
d. persyaratan Utang;
e. penyelesaian sengketa; dan
f. keadaan l<altar (fore majeurQ,

Pasal 51

(1) BLUD wajib membayar pokok Utang dan bunga yang telah jatuh
tempo sesuai perjanjian Utang.

(2) Kewajiban pembayaran Utang BLUD yang jatuh tempo wajib
dianggarkan dalam RBA-BLUD dan dibayarkan pada tahun yang
bersangkutan.

(3) Dafam hal terjadi BLUD dalam membayar
kembali Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Pemerintah
Daerah mempunyai kewajiban mengambil alih pembayaran Utang
tersebut.

(4) Pembayaran Utang jangka pendek sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) kewajiban kembali Utang yang
harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.

(5) Pemimpin dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan
pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sepanjang tidak
melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Paragraf 5
Persediaan, Aset Tetap dan Investasi

Pasal 52

(1) Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3O huruf d
merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau
yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional BLUD,
dan barang-barang yang dimaksudkan untuk digunakan atau
diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

(2) Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. persediaan alat tulis kantor;
b. persediaan bahan bangunan;
c. persediaan alat listrik;
d. persediaan obat-obatan/vaksin, bahan kimia dan alat

kesehatan habis pakai, bahan laboratorium dan radiologi;
e. persediaan alat kebersihan pakai habis;
f. persediaan benda pos;
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g. persediaan bahan bakar;
h. persediaan bahan makanan;
i. persediaan barang cetakan; dan
j. persediaan bahan pakai habis lainnya.

Pasal 53

(1) Penatausahaan persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52
dilakukan oleh pejabat kuasa pengguna barang dan pengurus
barang pembantu yang ditetapkan Bupati atas usul Pimpinan
melalui kepala Dinas.

(2) Pengurus barang pembantu menerima, men]nmpan
barang persediaan dan membuat berita acara serah terima barang.

(3) Pengurus barang pembantu mencatat penerimaan dan pengeluaran
ddam karhr barang dan buku pesediaan setiap ada
dan pegeluaran barang.

(4) Pengurus barang pembantu
persediaan dan membuat
persediaan.

stok opname barang
hasil stok opnameberita acara

(5) Pengurus barang pembantu membuat laporan persediaan dan
menyampaikan kepada Pimpinan selaku kuasa pengguna barang.

(6) Dokumen penatausahaan persediaan barang meliputi:
a. berita acara pemeriksaan dan penerimaan barang;
b. kartu barang;
c. buku
d. berita acara hasil stok opname persediaan; dan
e. laporan persediaan.

Pasal 54

(1) Aset tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3O huruf d
menrpakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih
dari L2 (dua belas) bulan untuk digunalan atau dimaksudkan
untuk digunakan, dalam Kegiatan BLUD atau dimanfaatkan oleh
masyarakat umum.

(2) Aset tetap sebqgaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. tanah;
b. peralatan dan mesin;
c. gedung dan bangunan;
d. jalan, irigasi dan jaringan;
e. aset tetap lainnya; dan
f. konstruksi dalam pengerjaan.
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(3) Aset Tanah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a adalah tanah
yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan
operasional BLUD dan ddam kondisi siap pakai, termasuk tanah
yang digunakan untuk gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan
jaringan.

(4) Peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, seluruh
inventaris kantor, serta peralatan lainnya yang nilainya signifrkan
dengan masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam
kondisi siap pakai.

(5) Gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
c mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan
maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional BLUD dan
dalam kondisi siap dipakai.

(6) Jalan, irigasi dan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (21

huruf d mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh
BLUD serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh BLUD dan dalam
kondisi siap dipakai.

(7) Termasuk dalam klasifikasi jalan, irigasi, dan jaringan sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) adalah jalan raya, jembatan, bangunan air,
instalasi air bersih, instalasi pembangkit listrik, jaringan air
minum, jaringan listrik, dan jaringan telepon.

(8) Aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e
mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam
kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
huruf b, huruf c dan huruf d yang diperoleh dan dimanfaatkan
untuk kegiatan operasional BLUD dan dalam kondisi siap dipakai.

(9) Konstruksi dalam pengerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf f mencakup aset yang sedang dalam proses pembangunan
narnun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Pasal 55

(1) Penatausahaan aset tetap dilakukan oleh pejabat kuasa pengguna
barang dan pengurus barang pembantu yang ditetapkan Bupati
atas usul Pimpinan melalui kepala Dinas.

(2) Pengurus barang pembantu menerima, mendistribusi, menyimpan
barang berupa aset tetap bergerak dan membuat berita acara serah
terima barang.

(3) Pengurus barang pembantu mencatat selumh dan
pengeluaran barang yang berada dalam dalam
buku inventaris dan kartu inventaris barang (KIB).
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(4) Untuk aset tetap tidak bergerak diserahkan langsung kepada kuasa
pengguna barang.

(5) Pengurus barang pembantu melaksanakan inventarisasi aset tetap
paling sedikit satu kali dalam lima tahun bersama dengan kuasa
pengguna barang dikecualikan dalam hal aset tetap berupa
konstruksi dalam pengerjaan dilakukan setiap tahun.

(6) Pengrrrus barang pembantu membuat laporan aset tetap
semesteran dan tahunan disampaikan ke Pimpinan selaku kuasa
pengguna barang.

(7) Dokumen penatausahaan aset tetap meliputi:
a. berita acara pemeriksaan dan penerimaan barang;
b. laporan barang semesteran dan tahunan;
c. kartu inventaris barang A/ tanah;
d. kartu inventaris barang B/ peralatan dan mesin;
e. kartu inventaris barang C/ gedung dan bangunan;
f. kartu inventaris barang D/ jalan, irigasi dan jaringan;
g. kartu inventaris barang E/ aset tetap lainnya;
h. kartu inventaris barang F/ konstruksi dalam pengefaan
i, kartu inventaris ruangan;
j. buku inventaris;
k. laporan mutasi barang;

daftar mutasi barang;
m. daftar usulan barang yang akan dihapus; dan
n. stiker register barang yang ditempel pada fisik barang.

Pasal 56

BLUD dapat melakukan Investasi sepanjang memberi manfaat bagi
peningkatan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat serta tidak
mengganggu likuiditas keuangan BLUD.

Pasal 57

(1) Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 merupakan
sejumlah dana dan/ atau barang untuk memperoleh

manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya yang dapat
kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada

masyarakat.

(2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi
jangka pendek.

(3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),
berupa:
a. deposito beq'angka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas)

bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
b. pembelian surat utang negara jangka pendek.

l.
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(1)

Pasal 58

Investasi dilaksanakan Pejabat Keuangan

membuat analisa kas Yang berada dalam
untuk memenuhi kebutuhan

dan saldo.

dengan
meliputi

t2l Dalam hal berdasarkan hasil analisa
pada ayat (1) saldo kas
Pejabat Keuangan

Investasi

(3) PimPinan
ayilt (21

usulan sebagaimana dimaksud

dan menYampaikan kembali kePada Pejabat Keuangan

untuk pengeluaran kas.

Paragraf 6
Ekuitas

Pasal 59

Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e

umlah kekaYaan bersih Yang merupakan selisih antara jumlah aset

hs sebeg.i marta dimaksud
untuk mEtakukan Investasi,
kepada PimPinan untirk

(4) Pelaksanaan Investasi dilengkapi Ur{5J'i/fo]'<umen sesuai dengan

ienis Investas, .t-';"i"i;;;;; sertilikat deposito/ surat berharga

ff;;y; dan disimPan secara memadai'

(51 Peiabat Keuangan mencatat uansaksi Investasi yang dilaksanakan

'"' lr;;;;;;;tanesal jatuh tempo Investasi'

J
dengan jumtah kewajiban-

Pasal 60

(1) Pejabat Keuangan melakukan penatausahaan atas ekuitas BLUD

(2) Penatusahaan atas ekuitas sebagaimana dimaskud Pada aYat (1)

BLUD;
transaksi

(3) Pejabat Keuangan melakukan rekonsiliasi atas nilai ekuitas per

tanggal laPoran.
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BAB V

SISA LEBIH PERHITUNGAN DAN DEFISIT ANGGARAN

Bagran Kesatu
SiLPA BLUD

(1) SiLPA BLUD

Pasal 61

selisih lebih antara realisasi penerimaan
dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 62

(1) Pemanfaatan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) dapat digunakan
sepanjang memberi manfaat bagi pelayanan kepada
masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dengan
mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD melalui mekanisme

(2) SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung berdasarkan
LRA dalam 1 (satu) periode Ernggaran.

(3) SiIPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan
datam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati
disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas Daerah dengan
mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran

(2) Pemanfaatan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dalam kondisi
mendesak dapat dilaksanakan melalui mendahului perubahan
APBD.

(3) I{riteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dan/ atau belum cukup
anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah

Daerah dan masyarakat.

(4) Kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan
oleh Pimpinan.
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Pasal 63

Dalam hal anggaran BLUD diperkirakan defisit, ditetapkan P9T!i"V"1"
,rrtot *"t rhipi defisit tersebut antara lain dari SiLPA BLUD pada
tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan Pinjaman'

Bagian Kedua
Prosedur Penggunaan SiLPA BLUD

Pasal 64

(1) Nilai SiLPA BLUD yang diperoleh dilaporkan kgnadL Bupati .dan' ' PPKD, untuk diperfiitGgkin dan dapat digunakan di awal tahun
anggaran berikutnYa.

(2) Laporan SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai
'' deirgan rincian rencana penggunaan anggaran pendapatan dan

biayanya.

(3) SiLpA BLUD digunakan sesuai dengan kebutuhan likuiditas dan
jenis Belanja BLUD.

Pasal 65

BLUD dapat diberikan Fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan
anggaran yang bersumber dari BLUD, termasuk pengelolaan
peidapatan-dan belanla, pengelolaan kas dan penggunaan SiLPA'

Pasal 66

Mekanisme
pengecualian
Daerah.

pelaksanaan penggunaan SiLPA
dari mekanisme pelaksanaan

BLUD
anggaran

merupakan
Perangkat

Bagian Ketiga
Penyetoran SiLPA BLUD

Pasal 67

(1) SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) dapat
disetorkan sebagian atau seluruhnya dengan mempertimbangkan
posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.

(2) Penyetoran dana SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dari Rekening Kas BLUD ke kas Daerah atas perintah
Bupati.

(3) Penyetoran dana SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk:
a. pembinaan pengelolaan keuangan BLUD; dan/atau
b. optimalisasi kas Daerah.

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.57&t=9


(4) Penyetoran dana SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan penyetoran tanpa kewajiban pengembalian.

(5) Atas penyetoran dana SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran dalam
rangka pelaksanaan program dan kegiatan prioritas BLUD pada
tahun anggaran berikutnya sesuai dengan
Daerah.

keuangan

Pasal 68

Perintah penyetoran dana SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 67 ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan PPKD
dan diketahui berdasarkan laporan keuangan terjadi surplus anggaran
BLUD dengan tidak mengganggu likuiditas dan rencana pengembangan
layanan tahun berjalan dan/atau 1 (satu) tahun berikutnya.

Pasal 69

(1) Berdasarkan pertimbangan PPKD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 68, Bupati menerbitkan surat perintah penyetoran SiLPA
BLUD ke kas Daerah.

(2) Surat perintah penyetoran SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. besaran SiLPA yang disetorkan;
b. batas waktu penyetoran SiLPA BLUD ke kas Daerah; dan
c. rekening asal dan rekening tqiuan.

Pasal 7O

(1) Berdasarkan Surat perintah penyetoran SiLPA BLUD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), Pemimpin menyetorkan SiLPA
BLUD ke kas Daerah melalui bank yang ditunjuk.

(2) Penyetoran SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sebagai transaksi non anggaran.

(3) salinan bukti penyetoran SiLPA BLUD ke
kas Daerah kepada PPKD.

(4) BLUD dan PPKD mencatat dan melaporkan setiap transaksi
penyetoran SiLPA BLUD.

(5) Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka transaksi
penyetoran SiLPA BLUD dilaksanalan sesuai standar akuntansi
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Bagran Keempat
Delisit Anggaran

Pasal 71

(1) Defisit merupakan selisih kurang antara Pendapatan BLUD dengan
Belanja BLUD.

(2) Dalam hal ansgaran BLUD diperkirakan defisit, ditetapkan
pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain bersumber
dari SiLPA BLUD tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan
Pinjaman.

BAB VI

PEI,APORAN DAN PERAANGGUNGJAWABAN

Bagran Kesatu
Pertanggungiawaban Bendahara Penerimaan BLUD dan

Bendahara Pengeluaran BLUD

PasalT2

(1) Bendahara Penerimaan BLUD wajib mempertanggungiawabkan
pengelolaan BLUD yang menjadi tanggungiawabnya
kepada melalui Pejabat Keuangan paling lambat pada
tanggal 5 bulan berikutnya.

(2) Laporan pertanggungiawaban pada bulan akhir tahun anggaran
disampaikan paling lambat pada hari kerja terakhir bulan tersebut.

(3) Laporan pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat informasi rekapitulasi penerimaan, penyetoran dan saldo
kas, dan dilampiri:
a. buku penerimaan;
b. register STS; dan
c. bukti penerimaan yang sah dan lengkap.

(4) Atas pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pejabat Keuangan melakukan verifikasi kebenaral laporan
pertanggungiawaban keuangan.

(5) Pemimpin mengesahkan laporan keuangan
Bendahara Penerimaan BLUD yang telah benar, lengkap dan sah
berdasarkan hasil verifrkasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
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Pasal 73

Bendahara Pengeluaran BLUD wajib mempertanggungiawabkan
pengelolaan keuangan BLUD yang menjadi kewenangannya, meliputi:
a. pertanggungiawaban penggunaan uang persediaan (UP) atau ganti

uang persediaan (GU); dan
b. pertanggungiawaban bulanan.

Pasal74

(1) Pertanggungiawaban penggunaan uang persediaan (UP) atau ganti
uang persediaan (GU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73
huruf a, dilakukan dengan ketentuan:
a. Bendahara Pengeluaran BLUD mengumpulkan bukti yang sah

atas belanja yang menggunakan uang persediaan termasuk
bukti pendukung lain yang sah;

b. berdasarkan bukti sebagaimana dimaksud pada huruf b
Bendahara Pengeluaran BLUD melakukan rekapitulasi belanja
ke dalam laporan pertanggungiawaban uang persediaan sesuai
dengan Program BLUD dan Kegiatan BLUD masing-masing; dan

c. laporan pertanggungiawaban uang persediaan (UP) atau ganti
uang persediaan (GU) sebagaimana dimaksud pada huruf b
menjadi lampiran pengajuan Surat-PD GU.

Pasal 75

(1) bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
73 huruf b disampaikan kepada Pemimpin paling lambat tanggal 5
bulan

(2) Pertanggungiawaban bulanan se[agaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa SPJ yang menggambarkan jumlah anggaran, realisasi dan
sisa pagu anggaran secara kumulatif dan per Kegiatan BLUD, yang
dilampiri:
a. buku kas umum
b. buku pembantu; dan
c. laporan penutupan kas,

(3) Pembuatan dan SPJ sebagaimana dimaksud pada
ayat (21, dilakukan dengan ketentuan:
a. Bendahara Pengeluaran BLUD menyiapkan Laporan penutupan

kas;
b. Bendahara Pengeluaran BLUD melakukan rekapitulasi jumtah

belanja dan item terkait lainnya berdasarkan buku kas umum
dan buku pembantu buku kas umum lainnya khususnya buku
pembantu rincian objek untuk mendapatkan nilai belanja per
rincian objek;

c. berdasarkan rekapitulasi belanja sebagaimana dimaksud pada
huruf b, Bendahara Pengeluaran BLUD membuat SPJ atas
pengelolaan uang yang menjadi tanggungiawabnya;
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d. dokumen SPJ beserta buku kas umum

ke Pejabat

penutupan kas
tuk diverilikasi;

pembantu serta laPoran
Keuangan un

laporane.

kemudian
dan

dan buku

bulanan
hasil verifikasi

men]rusun,

yang benar, lengkaP dan sah

Pejabat Keuangan.

Pelaporan PendaPatan

Pasal 76

(1) Dalam anggaran
dan

Belanja BLUD, dan PembiaYaan BLUD

melalui kepala Dinas.

(21
pada ayat

oleh

(3) Berdasarkan laPoran

Basian Kedua
BL6;E;;J"-siuo, dan PembiaYaan BLUD

BLUD, Belanja dan PembiaYaan BLUD,
(1) dengan melamPirkan SPTJ

SPTJ se
BLUD, Belanja BLUD, dan

pada ayat (1)

(4)

Pembiayaan BLUD serta
dan aYat (2) , kepala Dinas
kepada PPKD.

PPKD melakukan laporan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dan menerbitkan SP2BP

Baeian Ketiga
Pelaporan-Akuntansi BLUD

Pasal77

(1) Laporan keuangan BLUD terdiri atas:

a. LRA;
;: i;p;r, perubahan saldo anggaran lebih;

c. Neraca;
d. Lo;
e. LaPoran Arus Kas;
f. LPE; dan
g. CaLK.

dimaksud

kebijakan

(21

(qHj#,:"":u1*,:rx'"i*lfffi 
t'T",$-t"Jsffi '"#"Hl:l

pencapaian hasil atau keluaran tlluD'

5
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(4) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksrrd padq ayat (l)' ' diaudit oleh femeriksa eksternd pemerintah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan'

Konsotidasi *r"?Hffi ,lrulilan Reviu / Audit

Pasal 78

(1) laporan keuangan BLUD sebagaimana di:naksud dalam Pasal 77
''"yit 1t) diinltegrasikan/ dikonsol;dasikan ke dalam lapora:1

ii"rr."!*i" Din-as, rintut selanjutnya .diintegrasikan/
dikons-"olidasikan ke dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah'

(21 Tata cara pen3rusunan, penyampaiq, d9,t pengintegrasian la-poran
' ' keuangan bLrjo seUagai-mana dimaksud pada ayat (1) berpedoman

l"a" " ketentuan piraturan perundang-undangan 
- 

mengenai

i"ryr"rrt "t dan ptnyampaian laporan keuangan Pemerintah
Daerah.

Pasal 79

Datam rangka pembinaan keuangan BLUD, laporan keuangan BLUD
$A;;ffi-dil"6;d dahm Fasat 78 avai (1) disampaikan oleh

Pemilmpin kepada Bupati melalui PPKD selaku pembina keuangan
BLUD.

Pasal 8O

(l) Untuk memperoleh keyalinan terbatas - atas kualitas laporan
keuangan yang diseiikan oleh BLUD selaku entitas pelaporan,
dilakukan reviu atas laporan keuangan BLUD.

(2) Reviu sebagaimana dimaksud Plda ay.at (1) dilaksanakan oleh" Perangkat -Daerah yang membi{qngr pengawasan terhadap
pehkJanaan urusan pemerintahan di Daerah.

Pasal 81

(1) Pemimpin men5rusun laporan keuangan bulanan, semesteran, dan
tahunan.

(2) Laporan keuangan BLUD bulanan sebagaimana dimaksud pada' ' 
"yit 

(1) disusun untuk kepentingan penJmsunan laporan k-euqlgal
Oit*i h.t Pemerintah Daerah birupa LRA BLUD, paling lambat 5
(lima) hari setelah periode pelaporan berakhir.

(3) Laporan keuangan BLUD semesteran sebagaimana ayat (l) disusun' ' ,rit rk kepentiigan pen5rusunErn laporan keuangan Dilag {qn
Pemerintair Daerah Grupa LRA BLUD, LO BLUD, dan LPE BLUD'
dan Neraca, paling lambit 1 (satu) bulan setelah periode pelaporan
berakhir.

.t

& FL t
i

I (t
This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.57&t=9


---\,

(4) Laporan keuangan BLUD tahrrnan "tb-T1--" 
dimaksud pada

''' ;;;i ( 1) disusun *#5"$X;i*lfffi"ef,f$%. Il,{iil
*nlm,'run:*U"ui p'r'"e r"*" I-ta"it buran seterah

p"tioa" PelaPoran beraktrir'

BABVTI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundanglan'

i:r"*:*%,;'#'*i"::::Ht:#;S:*""uT5ffi 
B"*?"g*?ffi

KabuPaten PurworeJo'

DitetaPkan di Rrrworejo ^^
Pa{a tanggal 1 liorct ?o22
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